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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN 

SARANA PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran sarana 

perdagangan berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi 

gudang, pusat distribusi, pusat promosi produk unggulan 

daerah, dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata 

dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, 

perlu mengatur pedoman pembangunan dan pengelolaan 

sarana perdagangan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 

perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan di bidang perdagangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (7), Pasal 83 ayat 

(1), dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
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Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana Perdagangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur; 

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak 

Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69); 

13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

14. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; 
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16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan 

Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1957) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-

DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 

tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN 

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA 

PERDAGANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 

dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri 

dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan 

pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk 

memperoleh imbalan atau kompensasi. 

2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, 

dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau 

badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, 

dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan 

menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta 
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UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-

menawar. 

3. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang 

tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk 

dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus 

sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat 

diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 

4. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang 

bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin 

ketersediaan barang kebutuhan pokok. 

5. Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang 

berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) 

barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) 

untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik 

antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan 

pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. 

6. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang 

berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) 

barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) 

untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah 

penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat 

kolektor dan distributor. 

7. Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang 

berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (buffer 

stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting 

(strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang 

memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah 

konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat 

dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau. 

8. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah adalah sarana 

yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah 

dan/atau pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai 

ruang pamer dan promosi untuk produk-produk 

unggulan yang dibuat oleh pelaku UMK-M dan/atau 

koperasi di daerah. 
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